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Abstract: Forestry Sector Analysis of Administrative Regulations Wood. This paper analyzes
the changesin the field of forestry regulations Administration Wooden particularly Siak policy
conflict in 2006-2011. Research is descriptive qualitative research method which is defined asa
problem solving process were investigated by describing the state of the subject and object of
research at the present time based on the facts that looks or how it is. The study concluded that
there is bureaucratic efficiency in service after the change of Administration Timber Forestry
regulations of Decree No. 126/K pts-11/2003 became Minister of Forestry Regulation Number: P
55/Menhut-11/2006. However, the government's authority to supervise the company is reduced.
Onthe other hand provide the freedom for companiesto exploration activitiesarelikely occurrence
of forest loss potential of the country.

Abstrak: Analisis Peraturan Kehutanan Bidang Tata Usaha Kayu. Tulisanini menganalisis
perubahan peraturan kehutanan bidang Tata Usaha Kayu khususnya dalam konflik kebijakan di
Kabupaten Siak tahun 2006-2011. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif
deskriptif yang diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan
keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak
atau bagaimanaadanya. Penelitian menyimpulkan bahwaterjadi efisiens birokras dalam pelayanan
Tata Usaha Kayu setelah berubahnya peraturan Kehutanan dari SK Nomor: 126/K pts-11/2003
menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P 55/Menhut-11/2006. Namun demikian, kewenangan
pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan menjadi berkurang. Di sisi
lain memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk kegiatan ekplorasi hutan yang berpeluang

terjadinyapotensi kerugian negara.
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PENDAHULUAN

Tahun 2006 lalu telah terjadi perubahan pera-
turankehutanan di bidang tatausahakayu dimana
perubahan tersebut membuat gparatur kehutanan
yang ada di daerah menjadi lemah dalam
pengawasannyadan ini dimungkinkan adanya
pengaruh dari berbagai aktor politik yang terkait
dalam perumusan kebijakan di bidang kehutanan.
Perubahanini dgpat dilihat dari berubahnyaaturan-
aturan mengenai pengolahan hasil hutan dari
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 126/
Kpts11/2003 menjadi Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P55/Menhut-11/2006.

Perubahan peraturanini disnydir syarat de-
ngan kepenti ngan-kepentingan perusahaan besar.
Daam Keputusan Menteri Kehutanan ini yang
dimaksud dengan kehutanan adal ah sistem pe-
ngurusan yang bersangkut paut dengan hutan,
kawasan hutan dan hasi| hutan yang diseleng-
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garakan secaraterpadu. Pengurusan penatausa-
haan hasil hutanyang berbedaantarasatu daerah
dengan daerah yang lain, DinasK ehutanan yang
satu dengan DinasK ehutananyanglain, baik di
tingkat provins maupun di tingkat kabupaten,
terjadi dengan adanyaotonomi daerah. Akan
tetgpi ha ini menunjukan bahwapd aksanaan SK
Menteri Kehutanan Nomor 126/K pts-11/2003,
tentang penataan hasil hutan harusditinjau kem-
bali, karena perbedaan tersebut sangatlah jelas/
mencolok. Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.55/Menhut-11/2006 tentang Penatausahaan
Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara
yang diterbitkan tanggal 29 Agustus 2006
merupakan dasar aturan terbaru tentang penata-
usahaan hasil hutan. Peraturan ini merupakan
pengganti dari Kepmenhut No. 126/KPTS-1/
2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/
KPTS-11/2003 dinilai memberikan perananyang
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sangat dominan bagi aparat pemerintah dan
menimbulkan berbagai masalah bagi pihak
perusahaan, antaralain biayatinggi, waktu yang
relatif lamasehinggatidak mendorong pertum-
buhan sektor riil. Sistem penatausahaan hasil
hutan yang berl aku sdamaini mas h mencampur-
adukkan antarahasil hutan yang menjadi aset
negaradan aset privat (perusahaan), sehingga
tidak memberikan kepastian hukum. Dalam
Kepmenhut No. 126/KPTSI I/ 2003, seluruh
proses dan mekanisme dari hutan (tebangan)
sampai di konsumen menggunakan dokumen
SK'SHH dan bersifat official assessment.

Oleh karenaitu, pemerintah kemudian me-
lakukan deregulas ataspenatausahaan hasil hutan
melaui Peraturan Menteri K ehutanan No. P55/
Menhut-11/2006. M aksud penetapan kebijakan
Penata Usahaan Hasil Hutan yang baru melalui
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/
Menhut-11/2006 adal ah untuk:

a. Menyederhanakan sistem penatausahaan
has | hutan (deregulas)

b. Fokus padapengamanan aset negara(kayu
bulat dari hutan alam negarasebagai bahan
bakuindustri).

c. Tidak mencampuradukkan aset negara
dengan aset privat dan sekaigusmemberikan
kepastian hukum terhadap hasil hutan yang
tdahmenjadi ast (milik) perusshaary perorangan.

d. Petugaskehutananyang selamaini terkon-
sentrasi di luar hutan, dapat ditarik ke hulu
untuk mengamankan hutan, diantaranya
melakukan verifikas hasil hutan yang keluar
dari hutan.

Sedangkan tujuan dari penetapan Peraturan
Menteri Kehutanan No. P55/M enhut-11/2006
adalah sebagal berikut, yaitu:

a. Obyek PUHH menjadi lebihfokus.

b. Memberikankepadtian hukum bagi konsumen/
masyarakat.

c. Menekanbiayatinggi.

Mempermudah pe ayanan kepadamasyaraka.

e. Memberikan penguatan pengawasandi hulu
melalui reposisi petugas kehutanan yang
selamaini terkonsentras di luar hutan.

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
oleh stigp organisas baik organisas pemerintah

o

maupun organisas svagtaberusahamenjdankan
kewajiban sesuai dengan fungsi-fungs mangje-
men yang ada. Fungsi-fungs manajemen akan
mengarahkan organisasi padasuatu hasil yang
terukur. Ukuran yang akan tampak adalah
terwujudnyadari prosespencapai an tujuan, se-
bagal standar pel aksanaan kebijakan. Pengertian
kebijakan publik diawali dengan pemahaman
padapengertian dari kebijakan.

Beragam batasan mengenal kebijakan publik
diberikan oleh paraahli, meskipuntidak menye-
butkan secara spesifik siapa pel aku kebijakan
publik, kebijakan publik sering diberi batasan
sebagai hasil-hasil keputusan (decision) yang
diambil oleh peaku-pd akutertentu untuk tujuan-
tujuan publik. Dye (1978) mendefinisikan ke-
bijakan publik sebagai segalasesuatu yang di-
kerjakan pemerintah, mengapamerekamel aku-
kan, dan hasil yang membuat kehidupan bersama
tampil berbeda. Kemudian Laswell (1971) juga
memberikan pengertian kebijakan publik sebagai
suatu program yang diproyeksikan dengan
tuj uan-tuj uan tertentu dan praktik-praktik tertentu.

Dalam proses kebijakan publik terdapat
beberapatahapan yang sding terkait satu dengan
yanglannya Perumusanatauformulad kebijakan
merupakaninti dari kebijakan publik yaitu proses
memastikan pokok isudari permasalahanyang
sedang dihadapi dengan memperhatikan bahwa
rumusan kebijakan akan menjadi hukum bagi
elemen negara. Tahapan selanjutnya adalah
pel aksanaan (implementasi) kebijakan adalah
carayang dipilih oleh sebuah kebijakan dalam
mencapal tujuannya. Padaberikutnya, dilakukan
evaluas kebijakan yang tidak semata-mata
melihat kesenjangan antaratujuan dan penca-
paiannya, namun melingkupi kegiatan-kegiatan
yang dilakukan daam perumusan, implementas
danlingkungan kebijakan.

Jkaditelaah dari is kebijakan, makakebija-
kan mengenai peraturantatausahakayu di Ka
bupaten S ak merupakan kepentingan perusshean-
perusahaan besar dengan hasiinyaadaah untuk
mendapatkan keuntunganyang lebihbesar ddam
pengolahan hasil hutan. K ebijakan tatausaha
kayuini dirumuskan oleh Kementerian K ehutanan
dengan pelaksanaprogram add ah petugasteknis
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di kabupaten dan perusahaan-perusahaan yang
bergerak di bidangindustri perkayuan.

Sementaraitu, konteksdari implementasi
kebijakan peraturan kehutanan di bidang tata
usahakayu di Kabupaten Siak menurut Grindle
tentu sgja dapat dilihat dari kekuasaan dan
kepentingan aktor yang terlibat. Dengan adanya
kemudahan dan kelonggaran peraturan yang
dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian
Kehutananmakadigs lain akan menguntungkan
perusahaan dalam mengolah hasil hutan.
Karakteristik kel embagaan dan penguasayang
memiliki mental lemahdi Indonesasemakinme-
mudahkan perusahaan-perusahaan besar untuk
mempengaruhi kebijakan pemerintah sertale-
mahnya penegakkan sanksi terhadap pelang-
garansamakin menguntungkan perussheandadam
mel akukan pengol ahan terhadap tatausahakayu
di Kabupaten Siak.

Tulisanini mengandis sperubahan peraturan
kehutanan bidang TataUsahaKayu khususnya
daamkonflik kebijakan di Kabupaten Siak tahun
2006-2011. Dalam rangkamemberikan fokus
yang | ebih tajam terhadap permasal ahan yang
dibahas, makapenditi merasaperlu untuk mem-
berikan batasanwaktu ddam penditianini. Ada-
pun rentang waktu yang akan peneliti maksud
adalah antaratahun 2006-2011 padaawa mula
implementasi Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor: P 55/Menhut-11/2006. Tahun 2006
dipilih karena pada saat itu merupakan awal
implementasi kebijakan Peraturan Menteri
K ehutanan Nomor: P 55/Menhut-11/2006 me-
ngenal tatausahakayu. Namun begitu batasan
tahun padapenditianini bukan merupakan suatu
hal yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan se-
sudahnyajugaakan menjadi bagian dari kagjian
penditianini.

METODE

Penditianini bersfat deskriptif anditisyang
diawali dengan menggambarkan fenomena-
fenomenayang terjadi berkaitan dengan kebi-
jakan tatausahakayu di Indonesia. Setelahitu
akan dilanjutkan dengan mengandisamengena
implementas kebijakan kehutanan bidang tata
usaha kayu yang setelah dilaksanakan lebih

menguntungkan pihak perusahaan dalam me-
ngolah tata usaha kayu di Indonesia. Teknik
penelitian yang digunakan dalam penelitianini
adalah studi kepustakaan (library research).
Padametodeini, data-data yang berhubungan
dengan permasal ahan yang dibahas merupakan
data-data sekunder yang didapatkan dari buku-
buku, mgjalah-mgjaah, jurnal, surat kabar, bu-
letin, |aporan tahunan dan sumber-sumber lain-
nya. Pendliti jugamenggunakan saranainternet
ddam prosespengumpulandatayang berkaitan de-
ngan permasd ahan penditian yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potens hutan dam sebagai penghasi| kayu
bagi pembangunannasond semekinhari semakin
menurun, di Ss lain permintaan kayu terutama
sebagai bahan baku industri pengolahan kayu
makin bertambah. Salah satu aternatif untuk
memenuhi kebutuhan tersebut meldui pengem-
bangan hutan rakyat. Disamping mempunyai
fungs pendukung lingkungan, konservas tanah
dan perlindungantataarr, hutan rakyat atau lahan-
lahanlaindiluar kawasan hutan jugamempunyal
kontribus yang cukup besar ddam upayapeme-
nuhan kebutuhan bahan baku kayu yang di-
hasi|kan dari luar kawasan hutan milik negara.

Hutan negara adalah hutan yang berada
padatanah yang tidak dibebani hak atastanah
dan Has| hutan merupakan benda-bendahayati
yang berupaHas | Hutan Kayu (HHK) dan Hasll
Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan
dan satwaliar yang dipungut dari hutan negara.
Untuk mengatur hasi| hutan tersebut makaharus
dilakukan kegiatan yang mdiputi penatausahaan
tentang perencanaan produks, pemanenan atau
penebangan, penandaan, pengukuran dan pe-
ngujian, pengangkutan/peredaran dan penim-
bunan, pengolahan dan pelaporan. Penata-
usahaan hasi| hutan dimaksudkan untuk mem-
berikan kepastian hukum dan pedoman kepada
semua pihak yang melakukan usaha atau ke-
giatan di bidang kehutanan, sehingga penata-
usahaan hasi| hutan berjalan dengan tertib dan
lancar, agar kel estarian hutan, pendapatan ne-
gara, dan pemanfaatan hasil hutan secaraoptimal

dapat tercapal.
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Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan
meliputi obyek dari semuajenishasil hutan be-
rupakayu bulat, kayu bulat kecil, hasil hutan
bukan kayu, hasil hutan olahan yang berasal dari
perizinan sah padahutan negara. Khususuntuk
hasil hutan produk Perum Perhutani, penata-
usahaan hasi| hutannyadiatur secaratersendiri
oleh Direks Perum Perhutani, kecudi untuk hal-
hal yang berkaitan dengan prosedur peng-
angkutan hasil hutan mengikuti peraturanini.

Mengingat bahwakayu rakyat adal ah hasi|
hutan yang diperoleh dari lahan milik sendiri,
maka pengol ahan dan pemanfaatan hasi| hutan
sepenuhnyamenjadi hak pemilik, sedangkan
fungs pemerintahdaamha ini hanyameakukan
pembinaan untuk menjamin ke estarian hutan dan
melindungi kelancaran peredaran hasil hutan
melaui penatausahaan hasil hutan. Dalamupaya
menjamin kel estarian hutan rakyat, maka pe-
ngaturan atau penatausahaan hasi| hutan di hutan
rakyat menjadi satu ha penting yang perlu diper-
hatikan.

Oleh karenaitu, untuk kelancaran sertake-
tertiban dalam pengel olaan dan pel aksanaan
penatausahaan hasi| hutan di hutan rakyat di-
pandang perlu dibuatkan suatu dasar acuan
peraturan mengenal penatausahaan hasil hutan
kayudi hutan rakyat dimaksudkan sebagal dasar
acuan dalam penertiban pemanfaatan hasil hutan
di hutan rakyat, atau dengan perkataan lain,
merupakan dasar acuan pel aksanaan penatausa
haan hasl| hutan bagi pemerintah kabupatervkota
dan gparat pelaksanadi lapangan ddam menye-
lenggarakan penatausahaan hutan rakyat. Ke-
tentuan yang mengatur penatausahaan had | hutan
di hutanrakyat hinggakini belumdi atur secara
khusus, meskipun diakui bahwafungs danpera-
nan kayu rakyat cukup penting.

Penggunaan | ahan kehutanan sangat identik
denganillegal loging yang terjadi di Indonesia
dan secaraumum penebangan add ah sdlah satu
rantai kegiatan memanen prosesbiologisdan
ekosstem yang telahterakumulas selamadaur
hidupnya. Sehinggakonsepillega loging atau
penebangan hutan secaraliar adalah praktek
kecurangan sgiak dari perjanjian, kegiatan, hasil,
penebangan hutan yang meanggar aturan hukum,

ataumdiputi serangkaian pelanggaran peraturan
yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya
hutan secaraberlebihan.

Konsepillegal loging jugamembicarakan
mengenai praktek kecurangan laindalam meng-
olahhad| hutanyang me anggar peraturan hukum.
Pelanggaranini terjadi padatahap penebangan,
pengangkutan, pemrosesan kayu gelondongan
sertapenggunaan cara-carayang korup untuk
mendapatkan akseskehutanan dan pelanggaran
keuangan seperti penggd apan pgjak. Banyaknya
praktek illegal loging yang terjadi di Indonesia
saat ini menambah catatan buruk pengolahan
hasi| kehutanan di Indonesia.

Semua perusahaan besar yang beroperasi
di Indonesiatentu sgjaseharusnyadiatur oleh
peraturanyang diubueat oleh pemerintah. Sehingga
dengan adanya peraturan dibidang kehutanan
tersebut dapat menci ptakan penge ol aan sumber
daya alam kehutanan yang memperhatikan
khasanah kehutanan Indonesia. Selainitu juga
peraturandi bidang kehutananini tentu sgjadapat
melindungi pengelolaan sumber dayaaamdi
bidang kehutanan dari berbaga pihak yangingin
mel akukan pengrusakan dan eksploitas tanpa
betasterhedgpaumber dayadamdi bidengkehutanan.

Sdanitujuga, peraturan dalam pengdolaan
sumber daya alam di bidang kehutanan juga
sangat penting untuk menciptakan terjadinya
supremas hukum dalam melindungi hutan yang
merupakan salah satu sumber kehidupan yang
besar bagi manusia. Adanyaperaturandi bidang
sumber dayaaam kehutananini jugaberperan
penting dalam mengatur perusahaan-perusahaan
yang beroperas di Indonesiauntuk dapat me-
lakukan prosesoperasiond sesua dengan stan-
dar prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku
di Indonesia.

Peraturan kehutanan di bidang tatausaha
kayuini, dibuat oleh pemerintah pusat dan ber-
laku untuk seluruh wilayah adminsistratif yang
memiliki sumber dayadamdi bidang kehutanan
untuk mengatur dan mengelola kehutanan di
bidang tata usahakayu. Sehingga pemerintah
daerah di selurunwilayah adminigtratif di Indo-
nesiamenerapkan aturan peraturan kehutanan
ini secaraseragam dan menye uruh.
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Penatausahaan hasil hutan dimaksudkan
untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman
kepadasemuapihak yang melakukan usahaatau
kegiatan di bidang kehutanan, sehinggapenata-
usahaan hasi| hutan berjalan dengan tertib dan
lancar, agar kelestarian hutan, pendapatan
negara, dan pemanfaatan hasil hutan secara
optimal dapat tercapai.

Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan
meliputi obyek dari semua jenis hasil hutan
berupakayu bulat, kayu bulat kecil, hasi| hutan
bukan kayu, hasil hutan olahan yang berasal dari
perizinan sah padahutan negara. Khususuntuk
hasil hutan produk Perum Perhutani, penata-
usahaan hasil hutannyadiatur secaratersendiri
oleh Direks Perum Perhutani, kecudi untuk hal-
hal yang berkaitan dengan prosedur pengang-
kutan hasi| hutan mengikuti peraturanini.

Peraturan merupakan produk dari sebuah
kebijakan politik. Peraturan dalam pengelolaan
hasi| hutan tertuang dalam beberapaperaturan
menteri Kehutanan, seperti Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor: 126/Kpts-11/2003 dan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P 55/
Menhut-11/2006 yang jugamerupakan produk
dari kebijakan di bidang politik. Kebijakan yang
dibuat oleh pemerintahini tentu sgjadipengaruhi
oleh berbagai faktor.

Adapasa-pasa ddam Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor: 126/Kpts-11/2003 yang
menj el askan tatacarapenomoran kayu sampai
tunggak pohon, namun tidak ada pasal yang
mengharuskan pencatatan terhadap pohonyang
tumbang atau rusak akibat dari penebangan atau
pemanenan kayu. Oleh karenaitu penatausahaan
has| hutan baru mencobauntuk memenuhi fungs
pertamadari penatausahaan hasil hutanyaitu
untuk meindungi hak-hak negaraatashas| hutan
tapi belum mencoba untuk memenuhi fungsi
keduadari penatausahaan hasil hutanyaitu untuk
menjagake estarian hutan.

Faktor-faktor perumusan kebijakan di
bidang kehutanan ini tentu sgjadipengaruhi oleh
faktor internal pemerintah sendiri sertafaktor
eksternal dari perusahaan-perusahaan yang
beroperad di Indonesia Prosesperumusan sebuah
kebijakan yang menghasilkan peraturaninilah

yang dikatakan sebagai kajian politik dan
pemerintahan. Proses perumusan kebijakan di
bidang kehutanan ini dirumuskan Kementerian
Kehutananyang di pimpin oleh seorang Menteri
yang merupakan seorang aktor politik.

Perubahan yang terjadi dalam peraturan
kehutanan bidang tatausahakayu dari Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor: 126/K pts-11/2003
menjadi Peraturan Menteri K ehutanan Nomor:
P 55/Menhut-11/2006 secara umum adalah
terjadinyapengurangan kewenangan pemerintah
daam mengawasi pengolahan hasil hutan oleh
perusahaan dan terdapat konsep self assess-
ment bagi perusahaan sendiri. Selainitu, secara
teknis mekanisme yang baru berdasarkan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P 55/
Menhut-11/2006 dalam permohonan penerbitan
Surat Keterangan Sah Kayu Bulat sangatlah
mudah dan sederhana, tidak harus ditanda-
tangani oleh pejabat yang berwenang. Namun
dalam pel aksanaan peraturan ini masih perlu
dilihat apakah akan semudah dan sesederhana
yang tertulis dan apakah akan mengakibatkan
terjadinyapengd olaenhutanyanglestar merupakan
duapertanyaan yang sangat mendasar.

Berikut ini merupakan dampak secarateknis
di lapanganyang terjadi dari perubahan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor: 126/K pts-11/2003
menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:
P 55/Menhut-11/2006, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 13 mengenal dokumen Surat K etera-
ngan Sah Hasl| Hutan (SKSHH)

Pengurusan dokumen SKSHH yang awal-
nyaaddah ddam prosesimplementasnyaharus
ditandatangani dan disetujui oleh pgjabat esdlon
[11 di Pemerintahan Kabupaten Siak. Namun
dengan adanya Peraturan Menteri K ehutanan
Nomor: P55/Menhut-11/2006 mengakibatkan
tidak adanyakewenangan bagi pejabat eselon
11 Kabupaten Siak untuk menandatangani
dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat
(SKSKB).

Dengan hilangnyakewenangan bagi pejabat
esdonlll tingkat Proving dan Kabupaten dalam
mensahkan dokumen SK SKB tentu sgjahd ini
sangat merugikan pemerintah dan disisi lain
menguntungkan perusahaan. Peraturan Menteri
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Kehutanan Nomor: P55/Menhut-11/2006 ber-
dampak pada hilangnya wewenang petugas
lapangan untuk melakukan pemeriksaan ter-
hadap dokumen-dokumen penting yang jika
dibiarkan begitu sgjaakan dapat menimbulkan
kerugian bagi negarakarena hilangyafungsi
kontrol dari pejabat yang berwenang.

2. Pasd 17 mengena Pengesahan LaporanHasll
Penebangan

Pada awalnya dalam Keputusan M enteri
K ehutanan Nomor: 126/K pts-11/2003 pasal 17
Pungutan Sumber DayaHutan dipakal sebagai
pengesahan untuk Laporan Hasil Penebangan
(LHP) namun dengan adanya perubahan Pera-
turan Menteri Kehutanan Nomor: P55/Menhut-
11/2006 pasal 10 makaterjadi perubahan yang
signifikan dengan adanya pengesahan L aporan
Hasi| Penebangan yang dijadikan sebagal dasar
dalam pelunasan pungutan sumber daya hutan
dan danareboisas.

Atasdasar Rencana K erja Tahunan yang
telah disahkan oleh Dinas Proving, perusahaan
melakukan penebangan. Setelah dilakukan
penebangan kemudian dilakukan pembagian
betang dan penyaradenkayuketempet penimbunan.
Perusahaan membuat |gporan hasil penebangan
di tempat penimbunan.

Dengan terjadinyaperubahan seperti itu,
makalaporan hasil penebangan yang dijadikan
sebagal dasar ddam pe unasan terhadap pungutan
sumber daya hutan mengakibatkan timbulnya
celah bagi kerugian negara. Hal ini bisadilihat
dengan adanyapengesahan laporan hasil hanya
didasarkan pada pungutan sumber daya hutan.
Sehinggahd ini berdampak padaadanyasdlish
pembayaran pungutan yang tidak dihitung lagi
sehinggahd ini menguntungkan perusahaan dan
bisa berakibat padakerugian negara.

LHP selain mencantumkan volume dan
jumlahbatang yang dipungut jugamencantumkan
volume pohon atau batang yang ditinggd di hutan
yang sudah tumbang atau roboh akibat dari
penebangan kayu yang dilakukan. Dengan demi-
kian pengenaan sanks daam pemanfaatan has
hutan yang tertulisdalam pasal 86 sampai pasa

91 dari PPNo. 34 Tahun 2002 dapat terpakai
atau dengan perkataan lain fungs kelestarian
hutan dari penatausahaan hasi| hutan dapat di-
gunakan Dalam Permenhut P55/2006 pasal 10,
ayat (1) dinyatakan bahwapemegang lUPHHK,
IPHHK dan IPK setelah mel aksanakan pene-
bangan harusmembuat LHP.

Biladilihat dari alur pembuatan dan pe-
ngesahan L HP tersebut memang terdapat peru-
bahan terutama dalam dasar perhitungan pu-
ngutan sumber dayahutan dan danareboisas
pungutan sumber dayahutan dan danareboisag,
padap peraturan sebel umnya, dasar perhitungan
pungutan sumber dayahutan dan danareboisas
dalam aturan sebelumnya adalah rancangan
laporan hasil cruising yang sudah disahkan oleh
bupati/walikota. Akan tetapi sekarang dasar
perhitungan pungutan sumber dayahutan dan
danareboisas adalah Laporan Hasil Produksi
yang sudah disahkan oleh petugas pembuat LHP.
Dengan diberlakukannya L HP sebagai dasar
perhitungan pungutan sumber dayahutan dan
danareboisas makadiharapkan tidak adalagi
keluhan dari perusahaan.

3. Pasal 13 mengenai suplisi (kelebihan
pengangkutan)

Berdasarkan K eputusan Menteri K ehutanan
Nomor: 126/K pts-11/2003 di bahwakel ebihan
pengangkutan kayu yang dilakukan oleh peru-
sahaan dalam mengangkut kayu dari kawasan
hutan menuju kawasan industri diatur melalui
permbayaran kel ebihan pengangkutan (suplis).
Akantetapi dengan terjadinyaperubahan Pera
turan Menteri Kehutanan Nomor: P55/Menhut-
11/2006 makasaat ini kelebihan pengangkutan
kayu dari hutan negaraoleh perusahaan tidak
lagi diatur oleh pemerintah dan tidak dikenakan
biayakel ebihan pengangkutan (suplis). Hilang-
nyakewenangan pemerintah untuk menetapkan
kel ebihan pengangkutan tentu sgjaberdampak
padakeuntungan yang besar bagi perusahaan
karenaketikaterjadi kelebihan pengangkutan
makaperussheantidak dikenakan biayatambahan.

Ha ini tentu sgjasangat merugikan negara,
karenadengan adanyasuplis aaubiayakdebihan
pengangkutan bisamenjadi devisadan masuk
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dalam kasnegara. Mdihat fenomenaini peneliti
menyimpulkan bahwaPeraturan Menteri K ehu-
tanan Nomor: P55/Menhut-11/2006 yang meng-
hilangkan suplis atau pungutan kel ebihan pe-
ngangkutan secara politik menghilangkan
kekuasaan negarauntuk mengatur perusahaan.

4. Pasal 19 mengenai pengukuran kayu bulat
PadaK eputusan Menteri K ehutanan Nomor:
126/K pts-11/2003 pasal 19 dijelaskan bahwa
setigp Kayu Bulat yang masuk kediindustri Pulp
maupun plywood tidak adaperlakuan yang ber-
beda dalam teknis pengukuran Kayu Bulat
tersebut, akan tetapi dalam Peraturan Menteri
K ehutanan Nomor: P 55/Menhut-11/2006 me-
ngena pengukuran KB (kayu bulat) yang diteri-
madi industri Pulp dan Plywood mengalami
perl akuanyang berbeda, dimanaK B (kayu bult)
yangmasuk di industri Pulp dihitung dengancara
menggunakan staple meter sedangkan KB (kayu
bulat) yang masuk ke industri Plywood tetap
mengacu pada Surat K eputusan Menteri Kehu-
tanan Nomor:126/K PT S/11/2003, yaitu pengu-
kuran batang perbatang. Untuk tingkat akurasi
pengukuran kayu bulat sebenarnyalebih akurat
dengan carabatang perbatang, hanyasajame-
makan waktu yang cukup lama.
Sehinggadengan penghitungan kayu bulat
meldui batang perbatang tentu sgjamengakibat-
kanterjadinyadiskriminas terhadap perusahaan
kecil oleh perusahaan pulp besar. Perusahaan
plywood hanyaberoperas dengan jumlah kayu
yang rdlatif sedikit sehinggamudah untuk meng-
hitung kayu bulat dengan carabatang perbatang
akan tetapi dibandingkan dengan perusahaan
pulp besar yang beroperas skalabesar tentu sga
akan sangat sulit untuk menghitungnyadan hd
ini jelasmenguntungkan perusahaan pul p besar.
Pasal-pasal dalam Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor: 126/Kpts-11/2003 yang
menj el askan tatacarapenomoran kayu sampai
tunggak pohon, namun tidak ada pasal yang
mengharuskan pencatatan terhadap pohonyang
tumbang atau rusak akibat dari penebangan atau
pemanenan kayu. Untuk itu disarankan agar
ddam pembuatan dan pengesahan LHP sebaik-
nyadilengkapi dengan beritaacarapemeriksaan

(BAP) penebangan dan kerusakan tegakan
tinggd.

5. Pasal 13 mengenai pengangkutan kayu dari
kawasan hutan

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor: 126/Kpts-11/2003 dijelaskan bahwa
dokumen SK' SHH digunakan untuk setiap ada-
nyapengangkutan hasi| hutan dari hulu sampai
hilir sedangkan dalam Peraturan Menteri Kehu-
tanan Nomor: P 55/Menhut-11/2006 berubah
bahwa penggunaan dokumen SK SKB hanya
diberlakukanbagi KB (kayu bulat) yang diangkut
langsung dari kawasan hutan tetapi jikasusah
pengangkutan kayu bulat bisadiletakkandi TPK
(tempat trangt kayu).

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: PS5/
Menhut-11/2006 berdampak pada adanya
kel onggaran yang diberikan kepadaperusahaan
ketika mengangkut kayu dari kawasan hutan
menuju pabrik pengolahan dengan adanyake-
longgaran berupatempat transit kayu jikadibu-
tuhkan. Secarakebijakan tentu sgjaini meng-
untungkan perusahaan karenapadasaat |aporan
hasil penebangan telah dilakukan di kawasan
hutan dan dalam perjalanannyakayu ditempat-
kandi tempat trangt kayu tentu sggahd ini akan
menci ptakan adanya kesempatan untuk mema-
nipulas laporan hasil penebangan oleh perusa-
haan dengan adanya alasan tertentu seperti
kondisi kayu yang telah rusak atau | apuk.

6. Pasal 10 mengenal kewenangan petugas
DinasKehutanan

Berdasarkan K eputusan Menteri K ehutanan
Nomor: 126/K pts-11/2003 sangat jelas mem-
berikan wewenang yang besar bagi pemerintah
ddamhd ini petugasteknisdinaskehutananyaitu
dengan penjabaran bahwa petugas perusahaan
tidak dibenarkan mengesahkan sendiri laporan
hasi| penebangannyatanpaadanyapetugasdari
dinaskehutanan yang ditunjuk sebagai petugas
teknisdinaskehutanan. Akantetapi kewenangan
pemerintah dalam Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor: P55/Menhut-11/2006 jel asmenghilang
dengan adanya peraturan yang menjelaskan
bahwa petugasdari perusahaan dibenarkan untuk
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mengesahkan sendiri LHP apabila petugas
kehutanan tidak beradadi tempat. Dengan ada-
nyapembenaran bagi perusahaan untuk mel aku-
kan pengesahan sendiri terhadap LHP-nya, meka
ini tentusgasangat menguntungkan perusshaan.

KESIMPULAN

Perubahan peraturan kehutanan bidang tata
usahakayu dari peraturan Keputusan Menteri
K ehutanan Nomor: 126/K pts-11/2003 menjadi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P 55/
Menhut-11/2006 mengakibatkan terjadinya
kehilangan kewenangan oleh gparat pemerintah
ddam me akukan pengawasan terhadap kegiatan
perusahaan dalam bidang tatausahakayu. Peru-
bahan ini membuat gparatur kehutananyang ada
di daerah menjadi lemah ddam pengawasannya
dan ini dimungkinkan adanya pengaruh dari
berbagal aktor politik yang terkait dalam peru-
musan kebijakan di bidang kehutanan. Di g lain
dampak perubahanini mengakibatkan besarnya
kewenangan perusahaan untuk melakukan ke-
giatan eksplorasi kehutanan bidang tatausaha

kayu.
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